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PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR %5 TARUN 2012

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ot

WALIKOTA SALATIGA,

bahwa prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi izin
gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup
sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian
izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di
lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya
dampak negatif dari pemberian izin;

bahwa sesuai hasil evaluasi atas penerapan Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Reribusi Perizinan Tertentu, penetapan besarnya tarif
Retribusi izin gangguan dinilai mengakibatkan ekonomi
biaya tinggi yang dapat mengganggu kelangsungan dunia
usaha dan memberikan dampak tidak menguntungkan
bagi iklim investasi di Kota Salatiga sehingga perlu
dilakukan peninjauan tarif;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota
Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu, peninjauan tarif Retribusi ditetapkan
dengan Peraturan Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Izin
Gangguan,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa
Barat;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3500);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14);

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah
Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan
Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Salatiga
Tahun 2011 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Salatiga.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Walikota adalah Walikota Salatiga.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnnya disingkat
SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah.

1.
2.

3.
4.
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Retribusi Perizinan Tertentu, yang selanjutnya disebut
Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran
atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan, yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
Retribusi tertentu.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang
terutang.

Izin Gangguan adalah  pemberian izin tempat
usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian,
dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang
telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang
tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan,
keselamatan, ketenteraman, dan/atau kesejahteraan
terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi Kriteria
Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha
Menengah atau Usaha Besar yang memenubhi kriteria Usaha
Kecil.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan.

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang
dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan
bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha
Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau
swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan
kegiatan ekonomi di Indonesia.



Pasal 2
Struktur tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada
perhitungan dengan rumus perkalian antara tarif dasar dengan
tingkat penggunaan jasa.

Pasal 3

(1) Tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan
berdasarkan luas ruang tempat usaha baik berupa
bangunan tertutup maupun bangunan terbuka sesuai
kondisi lingkungan, dihitung sebagai jumlah luas setiap
lantai.

(2) Besarnya tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai berikut:

No. | Klasifikasi Luas Ruang Tarif Dasar
usaha Tempat Usaha (m?) (Rp)
1. | Kecil s.d. 40 ~1200.000

lebih dari 40 s.d. 80 ]225.000
lebih dari 80 s.d. 100 |{250.000
lebih dari 100 250.000 + n
2. |Menengah |[s.d. 40 225.000
lebih dari 40 s.d. 80 |250.000
lebih dari 80 s.d. 100 {275.000
lebih dari 100 275.000 + n
3. | Besar s.d. 40 125.000
lebih dari 40 s.d. 80 |150.000
lebih dari 80 s.d. 100 |175.000
lebih dari 100 175.000 + n

Keterangan:

n = tarif dasar untuk setiap kelebihan luas ruang tempat
usaha lebih dari 100 m2 yang ditetapkan sebesar
Rp 400,00 per 100 m2.

Pasal 4
Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 5

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan,
keringanan, pengurangan atas SKRD yang ditetapkan
sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini.

(2) Pengajuan permohonan keberatan, keringanan,
pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak
tanggal diberlakukannya Peraturan Walikota ini.

(3) Tata cara pengajuan permohonan keberatan, keringanan,
pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-
undangan di bidang Retribusi Daerah.



Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal \O W 20\2

Diundangkan di Salatiga {
pada tanggal 0 Apustwr 20

SEKRETARIS DAERAH TIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012 NOMOR 35



